
63

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah Kabupaten

Gorontalo pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah ditinjau

dari derajat otonomi fiskal. Rasio sesudah otonomi lebih tinggi

dibanding sebelum otonomi daerah. Namun peningkatan tersebut

masih dikatakan sangat kurang karena berada di bawah 10%.

2. Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah Kabupaten

Gorontalo pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah ditinjau

dari efisiensi. Persentase rasio efisiensi sesudah otonomi lebih tinggi

dibanding sebelum otonomi sebelum otonomi daerah lebih efisien

dibanding sesudah otonomi daerah. daerah. Namun jika diukur dari

skala efisiensi, kinerja keuangan kabupaten gorontalo sebelum otonomi

daerah lebih efisien dibanding setelah otonomi daerah.

3. Tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah

Kabupaten Gorontalo pada masa sebelum dan sesudah otonomi

daerah ditinjau dari perkembangan anggaran. Hal ini disebabkan oleh

terjadinya fluktuasi atas PAD baik sebelum maupun sesudah otonomi

daerah. Meskipun demikian, rasio sesudah otonomi lebih tinggi

dibanding sebelum otonomi daerah.

63



64

4. Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah Kabupaten

Gorontalo pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah ditinjau

dari kemampuan keuangan daerah. Jika ditinjau dari skala interval,

kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi,

keduanya termasuk dalam kategori sangat baik karena persentasenya

berada diatas 50%. Meskipun demikian Kemampuan keuangan daerah

sesudah otonomi daerah jauh lebih tinggi dibanding sebelum otonomi

daerah. sedangkan jika ditinjau dari kemampuan rutin daerah, tidak

terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah Kabupaten

Gorontalo baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah. Meskipun

persentase rasio kemampuan rutin daerah setelah otonomi sedikit lebih

tinggi dibanding sebelum otonomi, namun jika ditinjau dari skala interval

kemampuan keuangan daerah, keduanya dikatakan sangat kurang

karena berada di bawah angka 10%.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Sebagai daerah yang telah menerapkan otonomi daerah, pemerintah

daerah Kabupaten Gorontalo hendaknya melakukan hal-hal sebagai

berikut:

a. Untuk meningkatkan derajat otonomi fiskal pemerintah daerah

disarankan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD)

untuk mengimbangi belanja daerah yang terus meningkat setiap
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tahunnya. Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah

mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan

cara pemungutannya pada objek dan subyek yang sudah ada.

Misalnya dengan melakukan perhitungan potensi, penyuluhan,

meningkatkan pengawasan dan pelayanan.

b. Untuk efisiensi pengeluaran, pemerintah diharapkan mampu

meminimalisir pengeluaran daerah yang berlebihan untuk membiayai

administrasi pemerintah. Contohnya meminimalisir biaya perjalanan

dinas serta mengurangi kegiatan seperti seminar dan sejenisnya

yang tidak terlalu bermanfaat. Hal ini perlu dilakukan sebab jika

pengeluaran lebih besar dari pendapatan akan menimbukan defisit

anggaran.

c. Untuk Perkembangan anggaran daerah disarankan agar PAD yang

diperoleh dialokasikan pada belanja modal yang berorientasi pada

sektor penerimaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas

daerah yang nantinya akan berujung pada peningkatan PAD.

Sehingga laju pertumbuhan Pendapatan terus meningkat setiap

tahunnya.

d. Untuk kemampuan keuangan daerah, pada dasarnya kemampuan

keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo sudah baik. Namun, hal

tersebut hanya ditunjang oleh dana perimbangan. Ini berarti

kemandirian daerah sebagai daerah otonom belum bisa dikatakan

baik karena masih bergantung pada pemerintah pusat. oleh sebab
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itu, pemerintah Kabupaten Gorontalo diharapkan mampu

meningkatkan PAD dengan cara seperti yang tercantum dalam poin

a dan c, sehingga dapat menurunkan ketergantungan terhadap

transfer pemerintah pusat.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada

daerah-daerah yang baru menerapkan kebijakan otonomi daerah agar

hasil penelitian tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah

yang terkait untuk meningkatkan kinerja keuangan di daerahnya. Selain

itu disarankan untuk menambahkan rasio efektifitas dan rasio aktivitas

untuk lebih memaksimalkan hasil penelitian yang akan dilakukan

selanjutnya.
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